WALINOTA DENPASAR

PERATUIAN WALIKOTA DENPAS A‘*{

NCMOR 40a TAHUN 2011 ,

TENTANG .
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA DENPASAR {

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan mtcntu’m Pasal 17 Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tcn.lta.n& Organisasi Perangkat
Daerah dan Ketentuan Pasal 135 Per aturan >emerintah Nomul 19
Tahun 2008 tentang Kecamatan;

b, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ﬁ} Peraturan Daerah Kola
Denpasar Nomor & Tahun 2008 {vmalw‘IOrgambabi dan Tata Kera
Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpas '1’1 Camat mempunyai tugas
melaksanakan  sebagian  Kewe nangwm Pemerintghan  yung
dilimpahkan oleh Walikota;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sel,a}galmfum dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Qaraunan Walikota tentang
Pelimpahan Sebagian .Kewenangan Walikola Kepada Camat
dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;

Mengingal : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Momar 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor (:))

g

Undang-Undang Nomor 8 Tahu» 1/\/4 tentang  Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republlik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 199% Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor §
Tuhun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Repuelik Irdonesia Tahun 1399 ?\'ommi 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor \590)




e A 7

10.

Tk

12.

13,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara R ublik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008|tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4844);

peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun| 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah K bupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20Q7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
2007 Nomor 89. Tambahan Lembaran
4741),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu 2008 tentang Kecamafan
(Lembaran Negara Republik Indonesia| Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

2007 tentang Organisasi
epublik Indonesia Tahun
egara Republik Indonesia

Peraturan Daerdh Kota Denpasar Nombr 4 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Dacrah Kota Dcnpﬁsar Noror 4);

peraturan Dacerah Kota Denpasar Nompr 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sck:cw.riaf Dacroh, Staf Ahli dan
Sekretariat . Dewan Perwakilan Rakya{ Dacrah Kota Denpasar
(Lembaran Dacrh Kota Denpasar Tahunt 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpesar Nomor{6); ‘

PeraturanDacrah Kota Denpasar Nombr 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi an Tata K=rja Dinas DaerahjKota Denpasar (Lembaran
Dacrah Kot Denpasar Tahun 2008 Nomlor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Koti Denpasar Nomor 7), scbagdimana telah diubah dengan
Peraturan aerah Kota Denpasar Nompr 3 Tahun 2009 teatang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota [Denpasar Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi den Tata Kerja Dinas Dacrah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);

r & Tahun 2008 tentang

Peraturan L aerah Kota Denpasar Nom
Organisasi ¢an Tata Kerja Lembaga Te
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tah
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor|8);

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nompr 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamat dan Kelurahan Kota
Denpasar (Lemoaran Daerah Kota Denpgsar Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpdsar Nomor o

poraturan Walikota Denpasar Nomor 32 “ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatn Pada Organisasi Sekret iat Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan’ perwakilan Rakyaf Daerah Kota Denpasar
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 32);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan peda Organisasi Dinas Da rah Kota Denpasar (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 33);




Menetapkan

14.

15.

18,

SEBAGIAN KEWENANGAN WALIK
DILINGKUN GAN PEMERINTAH KOT

\

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 34),

Peraturan ‘Walikota Denpasar'Nomé)r 35 Tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabuan pada Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota
Denpasar (Berita Dacrah Kota Denpasar ahun 2008 Momor 35);

Peraturan Walikota Denpasar Nomor |36 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksdna Teknis Dinas / Badan
Kota Denpasir (Berita Dacrah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor
36).

MEMUTUSKAN:

TA KEPADA CAMAT
'DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA TEN}'\%SANG PELIMPAHAN

l

BABI \
KETENTU AN UM}JM
Pasal 1 \

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Daerah Kota Denpasar
pemerintah Kota adalah Pemerintah Daerah Kota Denpasar

Walikota adalah Walikota Denpasar

2.

3.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris D\aerah Kota Denpasar
5, Dinas Daerai adalah Dinas-dinas Daefah Kota Denpasar
Be

{embaga Teknis Daerah adalah Lenkbaga Teknis Daerah Kota
Denpasar '

-

. ; . . ,
Regian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar %

3. Kecamatan adalah Wilayah Kerja \Camat sebagal Perangkat
Daerah Kota Denpast \

9, Camat adalah Kepala Kecamatan sewlaota Denpasar

10. Anggaren Pendapatan dan Belanja | Daerah yang selanjutnyd
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Denpasal. \l ‘
\
\

1
|
|

l
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BABII
EEDUDUKAN, TUGAS, DAN

Pasal 2

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerjd

WEWENANG

carnat sebagi Perangkal

Daerah Kota yang dipimpin oleh Gamat yang berkedudukan

sebagai Kepala Kecamatan;

(2) Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.
Pasal 3
(1) Camat menyelenggaraken tugas um
meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pembergl

um  pemerintahan  yang

ayaan masyarakat;

b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan

ketertiban umum; *

¢. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan;

a. mengoordinasikan pemeliharaan
pelayanan umum;

e. mengoordinasikan penyelenggaraan
tingkat kecamatan;

prasarana dzn  fasilitas

kegiatan pemerintahan di

f. membina = penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan/atau

kelurahan; dan

g. melaksanakan pelayznan masyarakat yang menjadi ruang
lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan desa atau kelurahan,
(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Camat

melaksanakan kewenangan pemerintahyin yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebapian urtisan otonomi daerah, yang

meliputi aspek:

perizinan,

rekomendasi;

koordinasi;

pembiraan,

pengaviasan;

fasilitasi;

penetapan;

penyelenggaraan; dan

kewenangan lain yang dilimpalikan,

=i

TEe e oo

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat r2bagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup

kecamatan sesuai ketentuan peraniran
berlaku, '
(4) Pelimpahan  sebagian wewenang W
sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
kriteria eksternalitas dan efisiensi,
(5) Pelimpahan  sebagian  wewenang W
sebagaiman dimaisud ayat (2) tidak da

erundang-undangan yanu

alikota kepada Camat
dilakukan berdasarkan

alikota  kepada . Camat
pat dilimpahkan kembali

kepada Sataan Kerja . lainnya di kecainatan tanpa persetujuan

Walikota.




(6) Kewenangan dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum

dalam lampiran [ Peraturan Walikota inj.

(7) Ketentuan-ketentuan  tentang aspely perijinan  sebagaimana
tercantum pada lampiran 11 Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Tugas Camat dalam mengoordinasikan, kegiatan pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam| Pasal 3 ayat (1) huruf a,
meliputi: ,
a. mendorong partisipasi masyarakat hntuk ikut serta dalam
perencanian pembangunan lingkup |kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangungn di desa/kelurahan dan
kecamatan;

b. melakuken pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit
kerja bailt pemerintah maupun swasta|yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan madsyarakat di wilayah kerja
kecamatan;

c. melakukan cvaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit
kerja pemerirtah maupun swasta; ‘

w d. melakukan tugas-tugas lain di bidang|pemberdayaan masyarakat
sesuai den.gan peraturan perundang-undangan; dan '

e. melaporkan pelaksanaan tugas pemperdayaan masyarakat di
~ wilayah kerja kecamatan kepada &m:woﬁm dengan tembusan
kepada satuan kerja perangkat daerah| yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat,

Pasal 5

Tugas Camat dalam mengoordinasikany upaya pevelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf' b, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenal program

dan kegiatan penyelenggaraan ketentergman dan ketertiban umum

di wilayah kecamatan; |

: b. melakukan koordinasi dengan pemukp agama yang berada di

b wilayah kerja kecamatan untuk mewuyjudkan ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayahlkecamatan; dan

¢. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban

kepada Walikota.

Pasal 6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan

peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (1) huruf ¢, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-
undangan;

b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang
tegas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-

v undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan

c. melaporkah pclaksanaan penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada Walikota.
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" Pasal 7 1
Tugas Cama: dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelavanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) huruf d, meliputi:
2. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
. dun/atau instansi vertikal yang tugas| dan fungsinya di bideng
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Walikota.

Pasal 8

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan di tingkat kecamnatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (1) huruf ¢, meliputi:
4 melakukan koordinasi dengan satuan keija perangkat daerah dan

instansi  vertikal di  bidang = penyelenggaraan  kegiatan

pemerintahan; _
b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan
e kerja perangkat dacrah dan instdnsi vertikal di bidang

penyelenggaraan kegiatan pemerintahar;
c. melakukan evaluasi penyelenpgaraan |kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; dan
d. melaporkan penyelenggaraan kegiatar pemerintahan di tingkat
kecamatan kepada bupati/walikota.

Pasal 9

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf f, meliputi:

a. melakukan pembinaan  dan pcnga‘.Tasan tertib  administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
b. memberikan bimbingan, supervisi, [fasilitasi, dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan,
_ s ¢. melakukan pembinaan dan pengawagan terhadap kepala desa
-~ dan/atau lursh;
d. melakukan pembinaan dan pengawasap terhadap perangkat desa
dan/atau kelurahan,
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau
kelurahan di tingkat kecamatan; dan
f. melaporkan  pelaksanaan  pembindan  dan  pengawasan
peryelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat
kecamata kepada Walikota,

Pasal 10

Tugas Camit dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang
menjadi  ruang lingkup tugasnya danfatau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan  desa  atau| kelurahan  sebagaimana
. dimaksud dal tm Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi:
a. melakuka1 perencanaan kegiatan pelaypnan kepada masyarakat di
kecamatan, |
b. melakukay percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayahnya; l
|



¢. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah kecamatan;

¢. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada Walikota, :

BADB I
PELLAKSANAAN
Pasal 11

(1) Pelaksanzan pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman| pada ketentuan peraturan
perundan;;-undangan yang berlaku.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebapgaimana dimaksud ayat (1)
disertai engan pembiayaan dan salana atau prasarana yang

diperlukan.

BABIV
PEMBIAYAAN
Pasal 12

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksangan sebagian kewenangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Wallkota ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

(1) Dinas Daeral/Lembaga Teknis Daerah |melaksanakan pembinaan,

monitoring dan evaluasi atas pelaksangan sebagian kewenangan
yang dilimpahkan kepada camat, :

(2) Bagian Pemerintahan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan

pembinaan, monitoring dan evaluasi sepagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan sebagian k¢wenangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, Camat bertanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.,




BAB VI

PELAPORAN

Pasal 14

Camat wajib menyampaikan laporan tertulis terkait pelaksanaan
sebagian kewenangan yang telah dilimpahkian kepada Camat melalui
Sekretaris Dae:ah dengan tembusan Dina§ Dacrah/Lembaga Teknis
Daerah sesuai dengan bidang urusan masipig-masing, setiap 3 (tiga)
bulan sekali.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 349 Tahun 2003 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
Keputusan Walikota Denpasar Nomor| 94 Tahun 2007 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Uniuk
Penandatanganan Pengesahan Kep utusan|Desa/Kelurahan

dicabut dan dinya.alan tidak berlaku,

€
r2

Peraturan Walikota ini muiai berlaku pada taggal diundangkan.

Agar seliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal

23 wsolbor Jultd
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Divndangkan ¢ Denpasar
pada tanggai I3 Joo el 201

SEKRET /R*g;-h  KOPA DINPASAR,

i
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BERITA [3'?&&:;@%.6'/1‘A DENPAGLAR TAHUN 2010 NOMOR



PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 Desember 2011
NOMOR  : 40a TAHUN 2011
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KHEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEWENANGAN WALIKOTA

YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAI\/%GJI‘
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
VNO 1 Aspek W Rincian Kewenangan Yarg dilinﬂpahkan
| |
| 1 | Perijinan a.  Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUP)
) | b.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
1 ¢.  ljin Usaha Industri Depot Air Mipum
i d.  ljin Industri Kecil .
3 e. Tjiu Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Salon Kecantikan v
! | £, Ijin Prinsip, SITU/Ho dan ljin Ugaha Rumah Biliyard y
R | g.  Burat ljin Kerja Perawat (SIKP)
| | h.  Burat ljin Kerja Perawat Gigi (STKPG)
Is Surat Ijin Kerja Refraksionis Oplisen (SIKRO)
'L“fw*{m?\if:‘.k_omcndasi a.  Rekomendasi pembentukan, pemekaran, penghapusan dan
L peaggalunpan Desa/Kelurahan |
’ b. |Rekomendasi pembentukan, pemjekaran, penghapusan dan
penggabungan Dusun/Lingkungdn
c. |Rekomendasi tapal batas Desa /Kelurahan
2 | Kocrdinasi a. |Mengkoordinasikan penanganan|gizi kurang dan gizi buruk
b. |Mengkoordinasikan kegiatan bidang kesehatan khususnya
| tentang penyelenggaraan posyangu, pemberantasan penyakit
| menular, Kejadian Luar Biasa (KLB), pengadaan air bersih
» | L dan keschatan lingkungan
\E C. melaku'can koordinasi dengan SIKPD dan/atau instansi
vertikal yang tugas dan fungsinyp di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanar] umum
d.  Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait
kependudukan dan catatan sipil
e.  Mengkoodinasikan urusan pemerintahan tingkat kecamatan
dengan kepala desa, Muspika, Kkpala UPTD, lembaga
v kemasyarakatan serta instansi vertikal
I Mengkoordinasikan penegakan perda, perbup, dan keputusan
walikota serta peraturan perundang-undangan lainnya
g.  Mengkoordinasikan upaya perligdungan masyarakat dan
penanggulangan bencana '
h.  Mengkoordinasikan penanganan masalak unjuk rasa
i.  Mengkoordinasikan penanggulapgan bencana alam sosial
dan bencana social




Aspek ' Rincian Kewenangan Yapg dilimpahkan

j» Mengkoordinasikan bidang ekonomi kerakyatan kecamatan
] dengan dinas terkait, lembaga ekonomi dan lembaga
' kewanpan yang ada di kecamatarn

k. Mengkoordinasikan upaya penciptaan lapangan kerja dan
usaha dengan unit kerja lainnya

I, Mengkoordinasikan pengembangan usaha kerajinan kecil
U.<M dan Koperasi

m.  Melaksanakan koordinasi pengawasan dan penertiban
terhadap penduduk pendatang

4 | Pembinaan a.  Pembinaan dalam rangka persiapan lomba-lomba tingkat
i Kuta

b.  Membina kegiatan keagamaan dgqn lembaga-lembaga
keagamaan bersama SKPD terkait

c.  M:mbina lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan
kelompok masyarakat lainnya

o d.  Membina pengelolaan pasar A (Pasar Desa) dan Pasar B
(Pasar Kecamatan) bersama SKPD terkait

e.  Membina Koperasi dan Usaha Mjkro Kecil Menengah dan
Koperasi (UMKM) bersama SKPD terkait

£ Memberikan bimbingan supervis] dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa/ke|urahan dan kerja sama
antar desa

: 5 | Pengawasan a.  Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah kecamatan

b.  Pengawasan terhadap pelanggaran ketertiban umum pada
fasilitas umum dan fasilitas sosial

6 Fesilitasl

)

Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi tata batas wilayah

b.  Memfasilitasi pelaksanaan Perda dan pertauran perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan
- daerah

¢.  Memfasilitasi pelaksanaan rapat Koordinasi dan rapat teknis
ditingkat kecamatan

d.  Memfasilitasi terlaksananya kebijakan pusat, provinsi dan
kota dalam bentuk peraturan perupdang-undangan yang
berlaku, sehingga masyarakat taat|azas dan taat aturan

e.  Memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar warga di
wilayah kecamatan

f. Memfasilitasi penyelesaian masalah harta waris.

. g.  Memfasilitasi hubungan antar lempaga organisasi
kemasyarakatan, fungsional dan organisasi profesi serta
lembaga kemasyarakatan lainnya,

h.  Memfasilitasi kerukunan hidup anjar umat beragama

. Memfasilitasi kebijakan dalam upgya penanggulangan
kemiskinan, kebodohan dan penyakit menular




) l ’
a |

—

U S et i

« _— o -
| No | Aspek Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan j

= |} Memfa_silitasi—penyusunan peraturan desa dan peraturan
kepala desa

Memfasilitasi administrasi tata pelfnerintahan desa

Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan
pendayapunaan aset desa

Memfasilitasi pelaksanaan urusa otonomi daerah Kota yung
diserahkan kepada desa

Memfasilitasi penerepan dan pencgakan peraturan dan
pcrundang~undangam

Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat
desa ‘

p- Mernfasilitasi upaya penyclenggafaan ketentraman dan
ketertiban umum

B V t | . s
Memfasilitasi pelaksanaan tugas fungsl dan kewajiban
lenibaua kemusyarakatan l

[T

Memfasilitasi penyusunan perenc\anaan pembangunan
partisipatif '

e

.

Momfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa
dengan pihak ketiga

Momfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa T
w.  Memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dzm‘\
keja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga |
v Moemfasilitasi bantuan teknis dan|pendampingan kepada
lerbaga kemasyarakatan N

w.  Memfagilitasi koordinasi unit kexja pemerintah dalam
. pengempangan lembaga kemasyqrakatan
" Memadilitasi pelaksanaan ADD |

- Memfagilitasi penyelenggaraan Kguangan desa yang
mencakjup perencanaan dan peny}lsunan APBDesa/APP
\ Ke lurahan pelaksanaan dan pert \ggungjawaban
Al BDgsa/APPKelurahan QT
s \ - Memfakilitasi perselisihan batas %lesa antar desa dalam satu
1 kecamdtan vang diselesaikan secqra musyawarah mufakat
\1 aa. Memfdsilitasi administrasi desa/lelurahan
7 [ enetapan a.  Pengangkatan dan pembcrhentiar? Kepala Lingkungan
setelall mendapat persetujuan darg Walikota

L

8 \ Penyelenggaraan
\

Meny¢lenggarakan pendataan daT registrasi kependudukan

di wilpyah kerjanya _
b,  Menyflenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan \
bersily (good government 'and'clekirl govcrnanct:) ]
Menyelenggarakan sosialisasl keFljakan pemerintahan pusat, \
[

N I

'w
|

|

provifsi dan kota
Menyelenggarakan rapat Muspikf, rapat kocrdinasi

pemerintah, rapat koordinasi tekijis dan rapat bulanan staf
\ dan rhemberikan laporan atas pelaksanaan rapat-rapat
\ tersebut ke pada Walikota \]l
i — J

- . l
|




No | spek Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan
| .. —

\ Pengesahan Surat Keputusan Kelurahan terkait : Program

! \ Kerja, ’engelolaan Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran
| | Kelurahan (APP Kel), Laporan Pertanggungjawaban

\ Pelaksanaan Angearan, Pembdentukan Pasar Kelurahan dan

7
1
<«
<
@
=
[
=
[¢]=]
&
=
—
=,
=
jas]

Penetapan Retribusi Pasar Kelurahan

b.  Melegalisir dan mengetahui surat — surat tanah dan silsilah
keluarga.

/
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LAMPIRANII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 23 Desember 2011
NOMOR : 40a TAHUN 2011
TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
. WALIKOTA KEPADA CAMAT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
. KETENTUAN-KETENTUAN ASPEK PERIJINAN

PADA PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA
YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEI%JPASAR

[ T 3
l Rincian Kewenangan

Ketentuan |
Surat [jin Usaha Perdagangan (SIUP) Usaha Kecil
Usaha perorangan

Lokasi usaha|berada pada jalan lingkungan

1)
2)

3)

dengan lebar

| 4) Usaha-usaha

berdasarkan |

jalan Max 6 m
yang tidak wajib SITU/Ho
eraturan perundang-undangan

yang berlaku
Besarnya investasi di bawabh 50 Juta, tidak
termasuk tangh dan bangunan

! Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Usaha Kecil
Usaha perorahgan

Lokasi usaha|berada pada jalan lingkungan
dengan lebar jalan Max 6 m

Usaha-usaha yang tidak wajib SITU/Ho
berdasarkan acraluran perundang-undangan
yang berlaku
Besarnya investasi di bawah 50 juta, tidak
termasuk tanah dan bangunan

()

e
S

e
~——

jin Usaha Industri Depot Air Minun Usaha Kecil
Usaha perorangan

Lokasi usaha perada pada jalan lingkui.gan
dengan lebar jalan Max 6 m

Besarnya invq}stasi di bawah 100 juta, tidak

1)
2)
3)

.:})
termasuk tangh dan bangunan

Luas tempat ysaha Max 15 m?

Usaha Kecil
Usaha perorangan

Lokasi usaha JDerada pada jalan lingkungan
dengan lebar jalan Max 6 m

Besarnya invqstasi di bawah 100 juta, tidak
termasuk tanah dan bangunan

Usaha-usaha )Lang tidak wajib UKJ./UPL
berdasarkan peraturan perundang-uadangan
yang berlaku | -

i Industri Keeil




s

‘T—”

Ketentuan . |

o Rincian Kewenangan
Tjin Prinsip, SITU/Ho dan [jin Usaha Salon
Kecantikan

|
1
\
|
|

|
i

li Biliyard

|
'

|
|

1) Usaha Kecjl

i Prinsip, SITU/Ho dan jin Usaha Rumal

2) Usaha pergrangan

3) Lokasi usaha perada pada jalan lingkungan
dengan lebar Jalan Max 6 m

4) Besarnya invéstasi di bawah 100 juta, tidak
termasuk tanﬁ]}i dan bangunan

5) Jumlah Meja Rias Max 3 (tige) buah

6\ Luas tempat usaha Max 15 m?

1) Usaha Kegil

2) Usaha perorapgan l
3) Tokasi usahajberada pada jalan lingkungan 1
dengan lebar jalan Max 6 m |
|
|
|
J

4) Besarnya investasi di bawah 100 july, tidak
termasuk tanzh dan bangunan
Meja Biliyard Max 5 {lima) Meja

wny
s

|

iy
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